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PERATURAN BUPAifl LAHAT 

NOMOR 3G TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABAAAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN bAN BELANJA DAERAH 

TAHlJN ANGGARAN 2015 

PENG~N. RAH~A,T TUHAN YAN.G MAHA ESA. 

BUPATI LAHAT, 

a. 0ahwa ,sebagai pelaksanaah ketentuan Pasal 7 . Peraturan Daera_h . 
Nomor G5 Tahon 2015 tentang Perubahan Anggaran Penclapatan dan 
Belania Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan' Peraturan Bupati 
lahat tentan'g Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Rfipublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 T ambahan Lembaran Negara 

R,epublik. Indonesia Nomor 1821 ). 

2. U~dang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'anun 1985 Nomor 68, 

.:i:-ambahan l:emb<Jran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sellagainiana felat\4diut5ah<d~ngan \Jndahg-undang N9mor 12 Tahun 

1994 Nomor 6.;2, Tambahan tembacan Negara Republik lridonesia Nomor 

3569); 

3. Uhdang-u,ndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

'yang Bersih dan tlebas dari KonJpsi, Kolusi dan nepotisme (Lemparan 

Negara RlclpOblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik 1ndonesia Nomor 3851); 



4. · Jn<i~-wii~S: fill"•:if< _ .. . _·. ien\ang Keuangan Negara 
(lemh:;iran'Neg'ara.?,B~llhlili lnd<inesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

. Lerobaran Negara R$publik Indonesia Nomor4286)'. 

5: Un\Ja~g,umJa.119 Bomor '\ \.ahun 2004 len\ang Perbendaharaan Negara 

/(Li\fioar~n Negl:lra.RBpublik lndon~sia Tahun 2004 N_omor 5, tambahan . 

Lembaran Negara Repuolik h\dqnesia: nomor 4355); 

6. Undang'undang Nomor 15 Tahun 2004 . tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan. tanggungjawab Keuangan Negarf!. (Lemoaran Negara . 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, T ambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. \Jnclang-undang Norrror 25. Ta~un 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional .(lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun · 

2004 . N9mo[J04, Tambahan .lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8, · U~dang:~ndangNomor 33 Tahun 2004 ientang Perirnbangan Keuangan 

Antara Perner\litah Pusat tlan Pemerintahan Daerah (lernbaran Negara 

Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republil<. Indonesia Nomor4438); 

9. Undang'.uncang Nomor 28 Tahun .. 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Dae rah (Lernbaran · Negara Republik , Indonesia T ahun 2009 

Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

10, \Jndang,undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

(Lembanin N~ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tamoahan Lembarafl Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanaJelahbeberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9. Tahup 2015 ~entang . Perubahan Kedu;, al~ Undang-undang 

Nomor 23 Tah\Jrf2014 tentang P~r.nerintahan Daerah (l$mbaran Negara 

Republik Indonesia Tah.Un 201.5 Nomor 58, Tambahan ternbaran Negara 

Republik Indonesia Nome· 5679); 

1 i. Peratuxani Pemeriptqh Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan 

Ptotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot(l DPRD (Lembaran 

Negarn RepubllK lnd9nesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagain:1ana telah diubah 

bebe,apa l<.ali,. \era\<.nir dengan Pera\uran Pemerinlah Nomor 21 Tahun 

2001 tentang ·. f'erubahan · Ketiga Alas Pera tu ran Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Oewaq Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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indcnesia T anun ,20ritlfo~of 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. 

lndonesia Nomor 4712); 

12. Perat\Jran Pemerintah Nomor 2} .Tahun 2005 tentang Pengelolaan . 

Keoangan Bam,n Layana~ · Vmum sebagaimana telah diubah dengan 

Pefaturan P~mertntah Nomor 7 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Repub\ik . 
, ' , ,', ,', , ' 

rnaone.sia Jabun 2005 Nomor4.8: tambBhan Lefobaran Negara Republik. 

Indonesia, Nomor 4502); 

13: Peraturan.Pemer\ntan Nomof55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan · 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norr\or 137, 

rambahar, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575); 

14 .. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 

~euangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndones.ia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan' l:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

15. \Y~ra\uran \:'e.melin'lah Nomor 57 Tahun 2005 \en\ang Hibah (l'.embaran 

Neg9ra Reputl\ik lrn:lonesia. Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan • 

[emba(an Negara Republik lnd0nesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemer:intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan 

Keuangan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahu!\ 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4578); 

17, Peratura}1 Pemerlntah Nomor 65 T ahun 2005 ten tang Pedoman 

· Pehyusunari i:lan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Reptlblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, T ambahan 

LeinbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4585); 

1'B. 'i=>~ra'turan •· f'emerlntah Nomor 79 T ahun 2005 tentang Pedoman 

Perfibinaii,( darr Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

'(Lembafa~ Negara~'rse!)ublik Indonesia Tah.un 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan.Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kirierja lnstansj Pl:fmerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun>~006Nomor25; Tamoahan.Lembaran Negara Republik Indonesia 
N5rnor4B14); . 

20. Peraturan Pemetintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlln 2010 Nomor 

123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165); 

) 



21. Peraluron P~111arintah illomor io Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah • . . 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5219); 

22i Peraturan ,Men\eri Da,lal)\ Negeri Nomor .13 T ahun 2006 \en\ar\g Pedoman • 

Penge!olaan KeuanglmDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

lerakilir dengan f5er9tuJan t;lenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 • 

Tahun 2006; 

23. Peraturan Menteri Dalam NegerLNomor 32 Tahiln 2011 ten!ang Pedoman • 

Pemberian H,ibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pencl.apatan dan Belanja Daerah sebagaimana ielah diubah dengan 

Peraturan Menteri. Dalam Negeli Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Peru6c1han atas· Per'atl):i<ln Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

te'ntang. Pedoman Pemberia/i Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber . 

dariAnggaran Penclapatan dan Belanja Daerah; 

'.24. Peraturan Mente.ri !Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunari.APBD Tahun Anggaran 2015; 

· 25. 'Perataran Oaerah Kaoupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (L,er;nbaran Oaerali 
. kabupaten lahat Tahun .2008 Nomor 13) seMgaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 

13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lernbaran Oaerah Kabupaten Laha\ Tahun 2".l12 Noll'.or '\0); 

26. Peraturan Daerah Kabupafen Lahat Nomor 26 Tar.un 2008 tentang 

Urusan Pemerintahn. yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Lah~! ((embari]n Daera.h Kabupaten Lah at Tahun 2008 Nomor 26); 

27, P~r9tura11:Daerah Kabupaten LahatNomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak 

Dae rah . ( ·. Lernb/fra9 D.a~; ah Kabupaten Lah at Tahun 2011 • Nomor 03 ) 
0sebagaimana telah )3iubah dengan Peratran Dae•ah Kabupaten Lahat 

Nomor 8 fahun 2012 tentang Ptrubahan Atas Peraturan daerah 

Kabupc1ten Laftat Nomor 03 Tahun 2011 fentang Pajak daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten t.:ahat Tahun 2012 Nomor 08); 

28: Pera\Dran 6aerah Kabupaten Lahat Nornor 04 Tahun 2011 tentang 

· Retribusi Daetah ( tembaran Daerah. Kabupaten Lahat Tahun 2011 

· Nohlor 04) sebagaimanc1 tel~h beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peratutan daerah J<abupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Perubahan teduc1 hlils Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 
' ' ,', ,,<' ' 



Tahun 201:1 ten!ilng pijak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat 

Tahun2014 Nomor11); · 

29 .. Peratu.ran. D::ierah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Penyettaah '!v!odat Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel · Babel 

Ca\iang Lahar. 

30. Peraturan. Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 i ahun 2014 ten tang 

Perubahan Anggcran Rendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Lah at 

Tahun Anggaran 2015. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN BUPATI LAHAT TEN1ANG .. PENJABARAN PERUBAHAN · ANGGARAN • 

PENDA?ATAN DAN BELANJAD,\ERAHTAHI..JN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 · 

Anggar;:in Penqapatan dan Belanja Daerah Tahun Ariggaran 2015 ,semula berjumlah 

Rp 1'4&7.457.063,513,00 bertambah/berkurartg sejumlah Rp 387.072.716.360,74 sehingga 

menjadi .RP 1.874.458.725.144,34 dengan rineian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 

b. BEirtambah/( berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

2; BelanjaDaerah 

a. Semuta 

b. Elert§mbal1/( berkurang ) 

Jumlah B.elanja seteJah Perubahan 

Rp 1.416.680.765.534,00 

Rp 285.209.355.801,00 

Rp 1.701.890.121.335,00 

Rp 1.481 .457.063.513,00 

Rp 383.405.079.576,44 

Rp 1.864.862.143.089,44 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (162.972.021.754,44) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

1. Semula 

2. Bertambah/(berkurang ) 

Jum\ah.Penerimaan setelahPeru6aha~ 

Rp 70.776.297.99,00 

Rp ·101.792 .. 305.830,34 

Rp 172.568.603.809,34 



b. Pengeluaran 

· 1. Semula 

2. Bettambah/(berkurang 

Jumlah Pengeluaran setelah P~rubahan 

· Jurnlah Pembiayaan neto setelah peruoahan 

Rp 6.000.000.000,00 

Rp 3,596.582.054,90 

Rp 9:596.582.054 ,90 

Sisa IGbih pembiayaan anggaran setelah,perubahan 

Rp 162.972.021.754,44 

Rp 0,00 

-· Pas,1I2 · 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih Jan jut pad a 
lampiran pera\uran ini. 

Pasal3 

Lampiran sebagaimana trorsebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang lioak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

Pasal 4 

,Peraturah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati-ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah. 

Diundangkan djlabaf 
Pada tanggal-. Zi.. Agustus 2015 
SSKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, 

Ditetapkan di Lahat 
pada tanggal :..1 Agustus 2015 

SERITA DAERAH KABUPATEN lAHAT TAHUN 2015 NOMOR. .. ~.$ ..... 


